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Permohonan terkait Ketentuan Suretyship dalam Asuransi Diperbaiki 

Jakarta, 10 Februari 2020 – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Perbaikan Permohonan 

terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 

(UU Asuransi), Senin (10/2), pukul 14.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor 

perkara 5/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang 

diwakili oleh Dadang Sukresna, Silvy Setiawan, Rigo Patra Puana, Widyawati, dan Achmad 

Sudiyar Dalimunthe. Semuanya merupakan pejabat pengurus AAUI. 

Dalam permohonannya, Pemohon mengutip Pasal 1 angka 4 UU Asuransi, yaitu: 

Usaha Perasuransian adalah segala usaha yang menyangkut jasa pertanggungan atau 

pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi 

atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, 

reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi 

syariah. 

Pemohon menyampaikan bahwa jenis usaha yang diakui sebagai usaha perusahaan asuransi 

dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU tersebut. Pada norma-norma tersebut, 

Pemohon mengeluhkan tiadanya penjelasan mengenai jaminan atau suretyship secara tersurat. 

Selanjutnya, Pemohon menjelaskan bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2016 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), suretyship tidak dibenarkan untuk dilakukan 

oleh perusahaan asuransi. Sehingga, menurut Pemohon, hal tersebut mengakibatkan 

ketidakpastian hukum.  

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Senin (20/1) lalu, Hakim Konstitusi Suhartoyo 

mengapresiasi substansi permohonan yang telah disusun oleh Kuasa Pemohon. Namun demikian, 

Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih sepakat bahwa permohonan tersebut perlu 

disederhanakan. Suhartoyo juga meminta Pemohon menjelaskan risiko keamanan bagi peserta 

asuransi dengan digunakannya UU Asuransi dan UU OJK sebagai dasar. Sementara itu, Hakim 

Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh memperhatikan kekuatiran Pemohon terkait peraturan 

OJK mengenai suretyship. Daniel meminta Pemohon menguatkan argumentasinya. (RA) 
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